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dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini sesuai dengan UUP No.1/1974 pasal 42 

dan KHI pasal 99 . Lebih lanjut pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa asal-usul 

seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran yang autentik, yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu UUP dan KHI tidak 

mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Oleh karenanya jika 

konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh menjadi ukuran dalam 

menentukan status nasab mestinya UUP dan KHI memasukkan aturan tersebut 

dalam pasalpasalnya, sehingga ada kejelasan hukum status anak hasil nikah hamil. 

Pendekatan dalam mazhab As-Syafi'I, dalam mazhab itu disebutkan bahwa 

haidh seorang wanita paling cepat sehari semalam. Dan masa suci dari haidh paling 

cepat 15 hari. Jika seorang wanita memiliki masa haidh yang cepat dan masa suci 

dari haidh yang cepat maka masa iddahnya dapat  diperkirakan sekitar 19 hari saja. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

1. Masa tunggu yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang perkawinan dapat 

dimohonkan dispensasi nikah oleh hakim atau pejabat tertentu dalam 

perkawinanmerupakan dualisme hukum Syariat Islam dan undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkembangannya 

perkawinan dalam masa iddah sangat erat dengan hukum administrasi sebagai 

inti dari legitimasi hukum. Putusan penetapan dispensasi nikah cenderung 

menerobos hakikat jangka waktu (administrasi) iddah  yang ditentukan oleh 

Hukum Islam dan KHI itu sendiri.  Pada hakikatnya Hukum Islam telah 

mengharamkan perkawinan dalam masa iddah. perkawinan dalam masa iddah 

pada zaman sekarang ini telah menjadi fenomena dalam liberalisasi islam di 

Indonesia, dimanaperzinahan akan bertambah luas. 

2. Pertimbangan Hukum hakim dari pelaksanaan perkawinan dalam masa iddah 

seharusnya mempertimbangkan nasab dari perkawinan yang dilandasi dari 

hubungan perzinaan (Pertimbangan menggunakan sumber hukum Syariat 

Islam), dalam pencatatan di KUA dari adanya penetapan dispensasi sebagai 
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bukti autentik, maka patut dipertanyakan legalitasnya, Adanya celah 

permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Negeri yang bukan 

kapasitasnya menimbulkan ketidak pastian hukum, merusak aqidah ummat 

demi mendapat pengakuan secara de jure dalam hukum positif Indonesia. 

 

B. Saran  

1. Adanya celah hukum dari adanya proses permohonan dispensasi perkawinan 

dan perjanjian perkawinan telah membuka legalitas perkawinan dalam masa 

iddah untuk diakui  dalam hukum negara. Disarankan agar permohonan 

penetapan perkawinan yang dimohonkan pada  Pengadilan negeri untuk 

ditolak oleh panitera yang berwenang, karena pada dasarnya penetapan 

permohonan perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, adapun 

Pengadilan Agama menolak permohonan penetapan dispensasi nikah dengan 

pertimbangan yang berdasarkan KHI dan Hukum Islam. 

2. Diperlukan suatu aturan sanksi sebagai institusionalisai dari Hukum Islam 

terkait adanya perkawinan dalam masa Iddah, dan yang terpenting adalah 

dibuatnya Peraturan Mahlamah Agung perihal penetapan dispensasi nikah 

untuk mencegah di legalisirnya dispensasi nikah. Diutuhkan peran hakim 

Pengadilan Agamauntu menerapkan metode Hukum Islam As Shulhu, yaitu 

dapat di artikan sebagai mediasi atau perdamaian. As Shulhu akan menjadi 

yurispudensi dalam penyelesaian perkara perceraian, dan mengurangi 

perkawinan dalam masa Iddah. 
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